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TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (BPPTSP}

KABUPATEN SAROLANGUN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

DENGAN RAHII'IAT TUHAN YANG NiAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Iayanan publik dan
memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk
memperoleh pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan investasi memberikan perhatian yang
lebih besar pada pelaku usaha dengan memberikan pelayanan
perizinan dengan sistem satu pintu;

bahwa tugas dan fungsi Pengelolaan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) yang
memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk
pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem
satu pintu;

bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud
perlu memberikan tunjangan khusus kepada Pegawai Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Pasal 13 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dengan Peraturan
Bupati Sarolangun;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3e6e);

d.

2.
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Memperhatikan : 1.

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negag
(LembJran Negira Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

iambahan Lem-baran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

NegarJ (Lembaian Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

5, iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemb-entuka.n

Peratuian Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor a389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaian Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas -Undang-undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4Ma);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembiran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2064 Nomor 126,

iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2005 Nomor 150,

iambahan Lembaran Negara Republlik lndonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 14A, Tambahan Lembaran Negara Republlik

lndonesia Nomor 4578);

l0.Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Perafuran Daerah Kabupaten
Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun
(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
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3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang

standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di

Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Daerah Kabupaten sarolangun Nomor 01 Tahun 2011

tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(ApBD) Kablpaten Sarolahgun Tahun Anggaran 2011 (Lembaran

baerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 Nomor 01);

i,IEiIIUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG TUNJANGAN

KHUSU. KEPADA PEGAWAI BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU SATU PINTU (BPPTSP) KABUPATEN SAROLANGUN

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun'

2. pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

3. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah'

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.

5. perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan

tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

6. penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah lnstansi Pemerintah yang

melaksanikan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan.

T. BppTSp adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Sarolangun.
g. pegawai Negeri Sipil adalah Setiap Warga Negag Republik lndonesia yang telah

memenuhi Jyarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

diserahi tugai dalam s-uatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya dan

digaji berdisarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Tunjangan Khusus adalah tunjangan selain gaii atau tuniangan 
_ _khusus kepada

eeglwii Badan Pelayanan Perizirian Terpadu,Satu Pj$u (BPPTSP) sebagaimana

dimaksud Pasal 13 ayat ( 2 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24Tahun 2006

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB. II
TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 2

1. Setiap Pegawai Penyelenggaraan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

(BPPTSP) diberikan Tunjangan Khusus.



2. Tuniangan Khusus diberikan brdasarkan Kapasibas Keria (Beban Keria) yang

melebihi OeOan-ieria normal pada penyelenggaraan kegiatan di BPPTSP'

3. Besamya Tunjangan Khusus kepada Pegawei BfITSP adalah :

". r"plr" Baian Rp. 2.500.000,-/bulan.

b. Sekretaris Rp'1'500'000'-/bulan'

;. *epara Bidang Bp'1'250'000'-'butan'
d. xrbrr" sub Bigian Rp. 1.000.000,-/bulan.

e. Stit pegawai N-egeri Sipil Rp. 500.000,'lbulan'

4. Tuniangan Khusus dibayar setiap bulan'

'Eft"*t}*
Peraturan ini mulai berlaku seiak tanggal 1 Januari 2oll sampai dengan 31 Desember

2011.

Agar setiap orang rnengetahulnya, rnernerintahkan ,pengundangan Peraturan Bupati

d6ngan penempat?n dalim Berita Daerah Kabupaten Sarolangun'

,(."fr
pada hnggal l( Fctp(unvr 2011

BUPATI SAN6I.NNGUN,

,4*
H. CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal t6 Fqb{qQt't

SEKRETARIS DAERAH

2011

KABUPATEN

BERTTA DAERAH KABUPATEN SAROIANGUN TAHUN 2011 NOMOR a 3
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